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ABSTRAK 
Judul penelitian ini adalah presidential threshold dalam pemilu presiden 

dan wakil presiden di indoneisa dalam perspektif demokrasi deliberatif. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu:1. Bagaimana 
ketentuan presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam 
perspektif demokrasi deliberatif? 2. Bagaimana presidential threshold dalam 
pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif fiqh dusturiyah? 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
undang-undang yang digunakan untuk melihat kekurangan dalam norma hukum 
pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta untuk menelaah 
semua peraturan undang-undang yang terkait permasalahan penelitian. Dan 
pendekatan konsep untuk memahami ketentuan presidential threshold di 
Indonesia. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu UUD 1945, 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Tentang Presidential Threshold serta literatur yang berhubungan 
dengan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Berdasarkan Pasal 222 Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan 
ketentuan yang mengatur presidential threshold dengan jumlah presentase 
ambang batas 20% pada kursi DPR serta 25% didapatkan pada suara sah 
nasional. Mengakibatkan partai politik kecil tidak bisa mengambil bagian untuk 
mencalonkan presiden dan wakil presiden yang berasal dari partainya. Maka 
ketentuan ini tidak aspiratif dan bersifat deskriminatif karena posisi rakyat 
selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidak dilibatkan didalam sehingga dapat 
menciderai hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Tentunya hal tersebut 
tidak sesuai dengan prinsip equality before the law dimana semua manusia 
memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sehingga tidak terdapat 
dimensi deliberatif antara rakyat dan pemerintah sesuai dengan demokrasi 
deliberatif yang memberikan kemungkinan bagi rakyat untuk bisa terlibat 
langsung dalam pembuatan hukum serta kebijakan publik. 2. Ketentuan 
pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung diatur dalam 
Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilu yang merupakan penggabungan dari tiga undang-undang. Yang 
mengatur terkait persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil 
presiden yang berdampak pada partai politik kecil serta rakyat dalam 
menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Dusturiyah 
serta karakteristik pemilihan pemimpin yang ada dalam Islam yaitu bertanggung 
jawab kepada Allah dan rakyat dengan tujuan memelihara kepentingan bersama 
serta melakukan amar makruf nahi munkar dan menghormati aspirasi rakyat. 
Karena idealnya dalam menentukan kebijakan politik diharuskan untuk 
memperhatikan aspirasi masyarakat serta partai politik minor, karena jika 
merujuk pada ajaran islam terkait pentingnya imamah maka terdapat kewajiban 
bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin atau membentuk lembaga 
kepemimpinan yang memiliki kewibawaan atau kekuasaan. Melaksanakan 
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perintah untuk melakukan musyawarah di antara para pengambil keputusan. 
Serta melaksanakan doktrin menegakkan yang baik serta mencegah hal buruk. 
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ABSTRACT 
The title of this research is the presidential threshold in the presidential 

and vice presidential elections in Indonesia from the perspective of deliberative 
democracy. This research was conducted to answer two problems, namely: 1. 
What are the presidential threshold provisions in presidential elections in 
Indonesia from the perspective of deliberative democracy? 2. What is the 
presidential threshold in presidential elections in Indonesia from the perspective 
of dusturiyah fiqh? 

The analytical method used in this research is a legal approach which is 
used to see deficiencies in legal norms in Article 222 of Law no. 7 of 2017 
concerning Elections and to review all legal regulations related to research 
issues. And a conceptual approach to understanding the presidential threshold 
provisions in Indonesia. The sources of legal material used are the 1945 
Constitution, Law no. 7 of 2017 concerning Elections and the Constitutional 
Court Decision Regarding the Presidential Threshold as well as literature related 
to research. 

The results of this research are: 1. Based on Article 222 of Law no. 7 of 
2017 concerning General Elections which is a provision that regulates the 
presidential threshold with a threshold percentage of 20% for DPR seats and 
25% for valid national votes. As a result, small political parties cannot take part 
in nominating president and vice president from their party. So this provision is 
not aspirational and is discriminatory because the people's position as the holder 
of the highest power is not involved in it so that it can injure their constitutional 
rights as citizens. Of course, this is not in accordance with the principle of 
equality before the law where all humans have the same position before the law. 
So there is no deliberative dimension between the people and the government in 
accordance with deliberative democracy which provides the possibility for the 
people to be directly involved in making laws and public policies. 2. Provisions 
for direct general election of president and vice president are regulated in 
Article 6A of the 1945 Constitution which is then regulated in Law no. 7 of 
2017 concerning Elections which is a combination of three laws. Which 
regulates the threshold requirements for presidential and vice presidential 
nominations which have an impact on small political parties and the people in 
channeling their aspirations. This is not in accordance with Dusturiyah Fiqh and 
the characteristics of selecting leaders in Islam, namely being responsible to 
Allah and the people with the aim of maintaining common interests and 
carrying out good and evil and respecting the aspirations of the people. Because 
ideally, when determining political policies, you are required to pay attention to 
the aspirations of the community and minor political parties, because if you 
refer to Islamic teachings regarding the importance of Imamat, there is an 
obligation for Muslims to elect leaders or form leadership institutions that have 
authority or power. Carry out orders to conduct deliberations between decision 
makers. And implementing the doctrine of upholding good things and 
preventing bad things. 
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